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N Abstract

In general, the system of imposition of criminal acts against criminals applied in Indonesia still
refers to the criminal system which was abandoned by Dutch colonialism based on liberalism,
this is due to the fact that there are no rules made by Indonesia which specifically stipulate the
criminal system. So that the criminal system that runs is not based on the local wisdom of the
Indonesian people which ultimately does not reflect the values of Pancasia as a source of all
sources of law
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Abstrak
Secara umum sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diterapkan di
Indonesia masih mengacu kepada sistem pemidanaan yang di tinggalkan oleh Kolonial Belanda
yang berlandaskan liberalisme, hal ini disebabkan oleh belum ada aturan yang dibuat oleh
Indonesia yang secara khusus menetapkan sistem pemidanaan. Sehingga sistem pemidanaan
yang berjalan tidak berdasarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang pada akhirnya tidak
mencerminkan nilai-nilai Pancasia sebagai sumber dari segala sumber hukum. '

. Kata Kunci: Filsafat, Pancasila, Sistem Pemidanaan

A. Pendahuluan - dapat terwujud. Dalam suatu negara
Negara merupakan  organisasi dibentuk alat-alat perlengkapan negara atau

manusia yang paling besar dimana
masyarakat menundukkan diri. Negara
adalah lembaga yang memiliki kekuasaan
yang sangat besar didalam sebuah
masyarakat, kekuasaan yang sangat besar
ini diperoleh karena negara merupakan
pelembagaan dari kepentingan umum. Pada
hakekatnya negara adalah suatu organisasi
masyarakat, yaitu sekelompok orang
dengan kerja sama dan pembagian tugas,
mengejar suatu tujuan yang bersama yang
tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri.
Dalam suatu negara yang menjadi petugas
atau aparaturnya adalah mereka yang
menjadi pucuk pimpinan dari organisasi
itu, merekalah yang bertugas menjaga dan
mengatur agar tujuan organisasi tersebut

lembaga-lembaga tinggi negara.'

Kekuasaan negara harus pula
dibatasi agar tidak berlaku sewenang-
wenang terhadap warganya. Adapun yang
dapat membatasi kekuasaan negara adalah
hukum. Inilah yang disebut dengan negara
hukum. Negara hukum dalam scjarahnya
berjalan sesuai dengan perkembangan
masyarakat

! Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial. Seri

4 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Rajawali,

Jakarta, 1985, hal. 1-2
2 Ibid.
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Menurut Stahl, suatu negara hukum
haruslah memenuhi empat unsur penting,
yakni:®

®

Adanya iaminan atas hak-hak

dasar manusia;
b. Adanya pembagian kekuasaan;
~ D st mtaline homaolaLl
v. 1 viliviiailaiias fiarusian

berdasarkan atas peraturan-
peraturan hukum;
d.” Adanya peradiian administrasi.
Negara hukum bertujuan untuk
menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat. Hukum bertyjuan untuk
mewujudkan kepastian dalam hubungan
antar manusia, yakni menjamin
prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk
mencegah bahwa hak yang terkuat yang
berlaku.*
Indonesia adalah negara hukum, hal
tersebut secara tegas tertera dalam Pasal. 1

ayat {2) Undane-undane Dasar 1045 vano
u)“\. \J} Unu(.uls uttuuus (3 oYy l/—rJ, Jmls

idealnya segala tindak tanduk pemerintah
haruslah didasarkan pada aturan hukum
yang ada, aturan hukum tersebut juga tidak
boleh menyimpangi Pancasila sebagai
Ideologi Bangsa. Sebagai ideologi bangsa
Indonesia dalam menjalankan negara
hukum yang dimaksud pemerintahan tidak
boleh terlepas dari Pancasila yang juga
merupakan sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia.

Demikian juga halnya ketika teriadi
tindak pidana atau kekacauan dalam
masyarakat yang dilakukan oleh seseorang,
akan mengakibatkan hilangnya
keseimbangan dalam masyarakat yang
bersangkutan,  serta ~menimbulkan
penderitaan pada korbannya. Sebagai
pelaku  kejahatan sudah  semestinya

’ Stahl, dalam Abu Daud Busroh dan
Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara,
Ghalia Indnnpcm Takarta 1087, hal 1172-1113

‘ Untuk mewujudkan tujuan, negara
tersebut harus memnuhi unsur petugas, kewenangan
(tugas), menurut teori yang dikemukakan oleh
Montesquieu  (trias  Politica) agar  suatu
pemerintahan  berjalan  dengan  baik  harus
melakukan pemisahan kekuasaan, dan masing-
m‘as'mg i\c'nuas’aau ‘ll'dll.ls IIlCllg'deSi 'x\c'l\uasaml
yang lainnya sehingga tiap kekuasaan tersebut
menjadi balance.
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mendapatkan sanksi sesuai dengan keadilan
masyarakat, serta tidak mengenyampingkan
keberadaan Pancasila. .

Immannel Kant berpendapat hahwa
dasar penjatuhan hukuman haruslah dicari
pada kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan

st e nAda Ao

u.u xupuuubun\qu l_/\,ud\,xuaau lJaUCl Ulallg
lain  sementara  hukuman tersebut
merupakan tuntutan yang mutlak dari
hukum kesusiiaan.® Teori ini iebih terkenai
dengan teori absolut dalam pemidanaan,
sedangkan  menurut  teori  relatif
menganggap bahwa orang yang melakukan

- kejahatan merupakan orang yang tersesat

dalam pergaulan masyarakat, sehingga
mereka perlu dibimbing yang pada
akhimya apabila telah kembali pada
maqwrakat mereka menjadi orang yang
berguna ® dan teori gabungan merupakan
teori yang dalam menjatuhkan pidana
kepada pelaku pidana menggabungkan
antara teori absolut dengan teori relatif.

Dalam  penjatuhan pidana di
indonesia, yang secara jeias teriihat masih
berdasarkan pada ketentuan yang dibuat
oleh pemerintah Kolonial Belanda, hal
tersebut tidak dapat dipungkiri, karena ini
merupakan konsekuensi dari Pasal [I
Aturan  Peralihan  UUDI945  yang -
menyatakan bahwa ” segala badan negara
dan peraturan yang ada masih langsung
herlaku, selama belum diadakan yang haru
menurut Undang-undang ini”. Penjatuhan
pidana dalam hal ini merupakan bahagian
dari penegakan hukum.

Penegakan hukum haruslah
disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa
yang bersangkuian {Frokiamasi, Pancasiia,
dan UUD 1945). Artinya, penegakan
hukum tersebut haruslah disesuaikan
dengan falsatah, pandangan hidup, kaidah
dan prinsip yang di anut oleh masyarakat
yang bersangkutan, shingga akan sesuai
dengan kesadaran hukum yang mereka
miliki. Untuk itu penegakan hukum
haruslah  disesnaikan dengan nilai-nilai

5 Satochit Kartanegara, Hukum Pidana
(Kumpuiun  Kuiiun Bugiun ), Daiat Lekiu
Mahasxswa Tanpa Tahun, hal. 57

S Ibid., hal. 62
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yang di junjung tinggi oleh masyarakat,
yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai
tersebut , antara lain nilai ketuhanan,
keadilan, kebersamaan, kedamaian,
ketertiban, kemodernan  musyawarah,
perlindungan hak-hak asasi dan sebgainya.
Tentunya sebagai negara yang menganut
sistem hukum erova kontinental, sedapat
mungkin mnilai-nilai tersebut dinyatakan
dalam bentuk undang-undang termasuk
dalam hal nilai dan kaidah penegakan

hukumnya. jadi nilai-nilai luhur dari

pancasila seperti keadilan, kemanusiaan
dan hak asasi manusia (martabat manusia),
kepastian hukum, kemanfaatan dan
persatuan bangsa harus diinternalisasi
dalam dinamika praktik penegakan hukum.
Dalam  konteks sistem peradilan
pidana, maka ruang lingkup penegakan
hukum pidana sudah dimulai sejak
pcrumusan peraturan perundang-undangan
oleh  lembaga legislatif (kebijakan
legislatif) di bidang hukum pidana baik
hukum pidana materii maupun formii,
pelaksanaan perundang-undangan itu di
masyarakat, maupun langkah atau tindakan
yang diambil atau seharusnya diambil oleh
aparat - penegak hukum pidana seperti
* polisi, jaksa penununtut umum, hakim, dan
penasehat hukum manakala di masyarakat
terjadi tindak pidana atau pelanggaran
terhadap hukum pidana yang ada harus
tetap memperhatikan dan sesuai dengan
nilai-nilai luhur Pancasila.
Penyelenggaraan acara pidana (khususnya
untuk tindak pidana umum) di dasarkan
- pada undang-undang Nomor.8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, yang populer
dengan sebutan KUHAP, UU kekuasaan
kehakiman, dan peraturan perundang-
undangan lainnya sebgai pelengkap.
KUHAP dan UU kekuasaan kehakiman itu
memuat asas-asas yang harus diwujudkan
dalam penyelenggaraan acara pidana,
khususnya oleh jajaran aparat penegak
hukum (efficial criinal justice system).

B. Permasalahan
Dari uraian singkat di atas banyak
terdapat permasalahan dalam pemidanaan

di Indonesia, permasalahan dalam hal
penjatuhan pidana, pemidanaan, landasan
penjatuhan pidana, dan lain sebagainya.
Untuk ity penulis merumuskan
permasalahan dalam makalah ini sebagai
berikut:

1. Bagaimana penjatuhan pidana di
Indonesia dalam konstelasinya dengan
nilai-nilai Pancasila?

2. Bagaimana idealnya penjatuhan pidana
dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Pembahasan

Kejahatan merupakan kenyataan
sosial, yang sudah ada sejak terciptanya
manusia di muka bumi ini. Dalam hukum
pidana kejahatan lebih fokus disebut
sebagai  tindak pidana, karena suatu
perbuatan disebut sebagai tindak pidana
apabila memenuhi perumusan dalam asas
legalitas.” Memahami makna asas legalitas,
tergambar sebuah supremasi hukum bagi
masyarakat yang hidup dalam sebuah
negara, karena dengan adanya asas ini
pemerintah  tidak  dapat melakukan
kesewenang-wenangan terhadap rakyat.
Seperti yang pernah terjadi pada masa-
masa sebelum revolusi Perancis. Seiring
dengan perkembangan zaman, bentuk
kejahatanpun berkembang dan semakin
bervariasi jenis operandinya serta korbanya
bukan lagi berbentuk individu bahkan
sudah merupakan korban yang kolektif dan
sistematis.

Dalam  peraturan  perundang-
undangan Indonesia tidak ditemukan
definisi tindak pidana. Pengertian tindak
pidana yang dipahami selama ini
merupakan kreasi teoretis para ahli hukum.
Para ahli hukum pidana pada umumnya
masih memasukkan kesalahan sebagai
bagian dari pengertian tindak pidana. ®

7 Tiada suatu perbuatan boleh dihukum,
melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam
undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada
perbuatan itu. R. Soesilo, Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia,
Bogor, 1996, hal. 27

¥ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa
Kesalahan Menuju Kepada Tiada
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“Mengenai pengertian strafbaarfeit
antara para sarjana tidak ada kesatuan
pendapat, mereka menyebut strafbaarfeit
ith dengan istilah mereka masing-masing
antara  lain  Moeljatno, mengartikan
srafbaarfeit sebagai perbuatan pidana,

A v BOrIImUane - Ssanb mashivntas vraem
Mvaipras puasasesaas o SUSWG POTOUSWOR J vessp

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
mana discrtai ancaman (sanksi) yang
UCrupa pidana ericniu, vagl Siapa yang
melanggar larangan tersebut”.’ Simon
mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah
kelakuan yang diancam dengan pidana,
bersifat melawan hukum, dan berhubung
dengan kesalahan yang dilakukan oleh
orang yang mampu bertanggungjawab. '
Strafbaarfeit atau delict dalam
bahasa Indonesia banvak ditcriemahkan
seperti: Tindak Pidana, perbuatan pidana,
Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh

Al vven Ann navhivntnn “reve ey Anwmant
00004 ——— I v~ v————n J — ~——p -

dihukum."" Berdasarkan uraian di atas
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dcugau  Undan pildaua  iaian . Sudiu
perbuatan  atau rangkaian  perbuatan
manusia  yang  bertentangan  dengan
unaang-undang atau peraturan lainnya,

tethadap perbuatan itu dapat diancam -

dengan pidana. Perbuatan itu merupakan
tindak pidana apabila memenuhi Syarat-
Syarat yang dimuat di dalam dalil yang
bersangkutan.

Orang yang melakukan tindak
pidana sudah semestinya mendapatkan
hukuman, sesuai engan  ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penjatuhan
pidana terhadap pelaku tindak pidana urgen
dilakukan meskipun pelakunya orang yang
memiliki strata sosial tertentu, hal ini untuk

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan:
Tinjauan Kritis terhadap teori Pemisahan Tindak
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana
Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 26

’ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 54

' S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana
di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-
PTHAEM, Jakarta, 1986, hal. 205

" Mustafa Abduliah dan Ruben Achmad,
Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1986, hal. 25-27
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menciptakan supremasi hukum, semua

orang bersamaan kedudukannya di depan

hukum. ,

I. Peniatuhan Pidana di  Indonosin
Dalam Konstelasinya Dengan Nilai-
Nilai Pancasila

Dacinlanman ~rtneakh ham~vnan
4 ~ageerceiacenn Uvgian veia Uresspmairia

Indonesia dari kolonial ke kemerdekaan
adalah suatu perjalanan parac:gmais.
Secard  puiltik  veruvail - dati vagsd
pinggiran (periferi) menjadi bangsa yang
mengambil alih pusat kekuasaan melalui
prokiamas: kemerdekaan pada Agustus
1945: dari Hindia Belanda menjadi
Republik Indonesia. Tidak semua bangsa
dalam kemerdekaannya ingin membangun
suatu kehidupan baru yang didasarkan pada
asas-asas haru. Disini neranan 1UD 1945
sangat menentukan terjadinya perubahan
yang melompat itu. UUD merupakan grand

Arcnima cviatis mmnasraralrat Anen Lahidiiman

baru di Indonesia.'?

Dengan demikian, UUD 1945
ilICIupanad sl wirci yalig >augdt pouiuy
dalam proses membangun masyarakat baru
Indonesia dan menjadi modal bagi
pembangunan nukum di indonesia. Uleh
karena itu. Ilmu Hukum Indonesia yang
bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan
kehidupan hukum di negeri ini juga tak
dapat dipisahkan dari UUD 1945.
Menunujuk  pada  pemikiran  tersehut,’
paradigma yang dapat ditangkap dari UUD _
1945 antara lain : (a) Ketuhanan Yang
Maha Esa;(b) Kemanusiaan;{c) Persatuan;

(d) kerakyatan; (e) keadilan sosial; (f)

kekeluargaan; = (g) harmoni; (h)

musyawarah.

Paradigma di atas dapat menuntun
dalam bidang penyelenggraan suatu negara
hukum, yakni pembuatan UU, penegakan
hukum dan peradilan. Tatanan hukum yang
beroperasi dalam suatu masyarakat pada
dasarnya merupakan pengejawantahan cita
hukum yang dianut dalam masyarakat yang
bersangkutan ke dalam berbagai perangkat
aturan positif, lembaga hukum dan proses
(perilaku  birokrsi pemerintahan  dan

2 Sajipto Raharjo, Paradigma llmu
Hukum, Alumni, Bandung, 1989, hal. 34
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masyarakat)." Pembangunan dan
pembinaan hukum di Indonesia didasarkan
atas pancasila dan UUD 1945. Secara
implisit memperlihatkan, hahwa
penyusunan hukum yang berlaku di
Indonesia tak dapat di lepaskan dengan
pandangan hidup bangsa, Pancasila.
Dengan Pancasila sebagai pandangan
hidup, maka paham negara hukum tidak
seperti dianut daiam budaya hukum barat.
Demikin halnya dalam penjatuhan pidana
haruslah disesuaikan dengan kearifan lokal,
yakni berdsasarkan pada hukum yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
Indonesia.

Negara dalam menjatuhkan pidana
haruslah menjamin kemerdekaan individu

dan memaga supava nribadi manusia tetap.

dihormati.™ Oleh karena itu pemldanaan
harus mempunyai tujuan dan ﬁmgsn yang

Annmnt  wnaninan Lanaimhancan wracdvy
L e savagyuga AVIVII UG Gl AAAuA Vidu

dengan kepentingan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan bersama. Falsafah
seperil ini akan sejaian dengan fiisafai
Pancasila, terutama pada sila kelima
“keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” hal i1 sesuar dengan apa yang
dikatakan oleh Barda Nawawi Arief:
bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan

yaitu menetapkan suatu pidana tidak

terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam

arti keseluruhannva vaitu perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Oleh karena itu untuk menjawab

. . .
Anan man~atabies #rev1van cawtn Frenevos
LON Y Arawaa OV staven bded Raaat TS WA e A“A‘DU‘

pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-
teori tentang pemidanaan yang ada."’
icuurut  Sdiochild  Rdfianegara  dan
pendapat-pendapat para ahli  hukum
terkemuka  dalam © hukum  pidana,

13 Bernard Arief Sidharta, Paradigma Ilmu
Hukum Indonecin DNalam Pvrvnal'hf Pacitivis
Umversntas Diponegoro, Semarang, 1998 hal.27
" Sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya
penjatuhan pidana tetap dalam koridor perlindungan
HAM dengan tidak mengenyampingkan keadilan
korban dan masyarakat

15 » 0 ~ ~ "
lvluluul uml umua A‘u"u"l I'\L ‘\-’L’ 1ewr ‘-

Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2005, hal. 149

mengemukakan teori pemidanaan atau

penghukuman dalam hukum pidana dikenal

ada tiga aliran yaitu: :

a.  Ahsolute atan vkrgeln’ing.v theoricen
(vergelden/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar dari

P R P

pomidanaan harus dicari pada kcjahatan
itu  sendiri  untuk  menunjukkan
kejehatan itu sebagai dasr: hubungan
yang dianggap sebagai pembalasan,
imbalan (velgelding) terhadap orang
yang melakukan perbuatan jahat. Oleh
karena kejahatan itu menimbulkan
penderitaan bagi si korban. Teori ini
melihat bahwa sipelaku kejahatan urgen
harus dihukum dan  orientasi
pemidanaan ini adalah negara dan
koraban dari kej:hatan.

b. Relative  atau  doel
(doel/maksud tujuan)

Malams ainenn tni wnne dianaonn cahanas
LS CALLLLL s Ll B J WS, BilE e UV UL

dasar hukum dari pemidanaan adalah
bukan velgelding, akan tetapi tujuan
(doel) dari pidana itu. Jjadi aiiran ini
menyandarkan hukuman pada maksud
dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori
i mencart mamtaat daripada
pemidanaan (nut van de straf).'®
Sehingga dapat diartikan bahwa
orientasi pemidanaan dalam teori ini
adalah pelaku kejahatan, yang seolah-
olah  tidak . melihat akibat vang
ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

c. Vereningings theorieen (teori

roblvinnnn)
PN TNy,

Teori ini memberikan statement bahwa
penjatuhan pidana semata-mata karena
seseurany  iciall  clakukail o suaiu
kejahatan atau tindak pidana. Pidana
merupakan akibat mutlak yang harus
ada sebagal suatu pembalasan kepada
orang yang telah melakukan kejahatan.
Adapun  yang menjadi  dasar
pembenarannya dari penjatuhan pidana
itu terletak pada adanya kejahatan itu
sendiri. oleh = karena itu nidana
mempunyai fungsi untuk
menghilangkan kejahatan tersebut.

theorieen

18 Satochid Kartanegara, Op. cit, hal. 56

voimume i/, Nomor I, sulan januari, 1anun Zuty 1/




Johane$§ Andenaes, mengatakan bahwa
tujuan utama dari pidana adalah untuk
memuaskan tuntutan keadilan (fo
satesfy the claims of justice), sedangkan
pengaruh-pengaruh  lainnya  yang
menguntungkan adalah hal sekunder
...............

dijatubkan semata-mata untuk mencari
keadilan dengan melakukan
pembatasan.'’

M.  Sholehuddin  menyatakan,
bahwa masalah sanksi merupakan hal yang
sentral dalam hukum pidana karena
seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial
budaya suatu bangsa. Artinya pidana
mangandung tata nilai (value) dalam suatu
masyarakat mengenai apa yang baik dan
yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa

yang amoral serta apa yang dlperbolehkan,

dan apa yang dilarang.'® Namun dalam

Lonvatannnnon annl-of nidana ooy
Avilyalaaidnilya RIVHT R luuauu JQig

diancamkan dalam ketentuan KUHP
tidaklah  berdasarkan  jiwa  bangsa
indonesia, disatu sisi dan disisi yang iain
para aparan penegak hukum harus tunduk
pada ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang ada (asas legalitas).

Sistem merupakan jalinan  dari
beberapa unsur yang menjadi satu fung51
Sistem pemidanaan memegang posisi
strategis dalam upaya untuk
menanggulangi tindak pidana yang terjadi.
Sistem pemidanaan adalah suatu aturan
perundang-undangan yang berhubungan

danmann  cnnbol widann Ann  ;amidanann
Uviigair sanno: paGania Gan poiiiGanaan.

Apabila pengertian sistem pemidanaan
diartikan secara luas sebagai suatu proses

‘pemberian atau penjaiunan pidana oien

hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa
sistem pemidanaan mencakup keseluruhan
ketentuan  perundang-undangan  yang
mengatur bagaimana hukum pidana itu
ditegakkan atau dioperasionalkan secara
konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi
(hukum) pidana. Ini berarti semua aturan

' Muladi, Op cit, hal. 11
. Ekapntra, Mohammad dan Abul Khair,
Jisiem  Piduna  Di  Dualum KUHF  Dun
Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU
Press, Medan, 2010, hal. 13
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perundang-undangan mengenai  hukum
pidana subtantif, hukum pidana formal dan
hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat
sebagai satu kesatnan sistem pemidanaan,
Dengan demikian dapatlah dikatakan
bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari
......

posmf suatu negara.

remidanaan yang dilakukan oleh
suatu masyarakat yang teratur terhadap
pelaku  kejahatan  dapat  berbentuk
menyingkirkan atau melumpuhkan para
.pelaku tindak pidana, sehingga pelaku
tersebut tidak lagi menggangu di masa
yang akan datang. Cara menyingkirkan
dapat dilakukan bermacam-macam yaitu
berupa  pidana mati, pembuangan,
pengiriman keseberang lantan dan saminai
pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada
kecenderungan cara pemidanaan itu

wrananlam: warcanaras daemi s n]rf Irn
ulvusuu.uul P\-l 5\10\!1 LR AV oV gy vy tu nw

waktu.

Pada zaman kerajaan majapahit
dikenai sistem pemidanaan berupa; pidana
pokok yang meliputi pidana mati, pidana
potong anggota badan bagi yang bersalah,
denda, ganti kerugian, atau pangligawa
atau putukucawa. Selain itu dikenal juga
pidana tambahan yang meliputi tebusan,
penyitaan dan patibajambi (uang pembeli
obat). Dalam kitab perundang-undangan
Majapahit sama sekali tidak mengenal
pidana penjara dan pidana kurungan.

Dengan demikian setlap orang yang
haranlalh hamie smaniala alal

ont An
VA2 RN [ PYT I VY a1 \‘J lll\/llJ ul“lll Oulull ..)u\,u uw a

empat pidana pokok di atas.!” Pada masa

ini  sudah jelas kelihatan bahwa -

pemidanaan itu beroriniasi pada korban,
dimana korban diharapkan mendapatkan
rasa  keadilan dengan pidana yang
dijatuhkan, namun demikian terlihat bahwa
apa yang terkandung dalam sila kedua
Pancasila tidak terpenuhi
yaitu”kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Sebab pemidanaan seolah-olah terjadi pada
masyarakat vang barbar, tanpa

perlindungan HAM.

° Audi Hantzait dan Siii Rairayu, Suaiu
Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,
Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4
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Seperti  pidana  pokok yang
ditentukan adanya pidana potong anggota
badan yang bersalah, ini menunjukkan
kurangnya landasan pada perlindungan Hak
Asasi manusia. Sehingga pidana seperti ini
juga kurang relevan dijalankan bagi negara
Indonesia yang notabennya merupakan
negara hukum.

Berbeda dengan keadaan Majapahit,
untuk keadaan sekarang sistem pemidanaan
telah mengalami banyak perubahan-

perubahan yang berupa penyempurnaan

dari sistem yang telah lalu. Tidak telepas
pula dengan keadaan di Indonesia, sistem
pemidanaan yang ada dan berlaku hingga
sekarang masih mengacu pada KUHP yang
merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari
- Sistem ini yang tercantum dalam KUHP
tersebut banyak menimbulkan
permasalahan, diantaranya tentang
relevansi sistem pemidanaan yang dipakai
dewasa ini dengan keadaan dan aspirasi
bangsa Indonesia.

Dari uraian pemidanaan yang telah
disampaikan di atas terlihat jelas telah
terjadi  kesalahan yang mendasar bagi
hukum Indonesia. Dimana pemidanaan
yang telah ditentukan tidaklah berdasarkan
pada kearifan masyarakat Indonesia, hal ini
sangat mungkin terjadi karena landasan
pembentukan KUHP (Wet Book van
Strafrecht) tersebut tidaklah berdasarkan
jiwa bangsa Indonesia, tidaklah dijiwai
oleh ideologi Pancasila, akan tetapi dijiwai
oleh bangsa Kolonial Belanda.

2. Penjatuhan Pidana Dalam Sistem
Pemidanaan di Indonesia Dimasa
Yang Akan Datang

Keberadaan Pancasila  sebagai
falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita
negara) yang berfungsi sebagai filosofiche
grondslag dan common platforms  atau
kalimatun sawa diantara sesama -warga
masyarakat dalam konteks kehidupan
bernegara dalam kesepakatan pertama
penyelenggara konstitusionalisme
menunjukkan hakikat Pancasila sebagai

ideologi terbuka.’’ Konsekuensi Pancasila
sebagai ideologi terbuka adalah membuka
ruang membentuk kesepakatan masyarakat
bagaimana mencapai cita-cita dan nilai
dasar tersebut.

Aplikasi dari ideologi pancasila
scbagai landasan pemidanaan sudah
tergambar dalam rancangan KUHP 2008.
Sistem pemidanaan yang digunakan dalam
konsep atau rancangan ini terdiri dari dua
jenis yaitu jenis pidana dan tindakan yang
nampak telah digali dari nilai-nilai
kerhasyarakatan Indonesia dengan tidak
mengenyampingkan keberadaan korban
yang mengalami penderitaan.

Sistem pemidanaan dari sudut
fungsional/luas, merupakan keseluruhan
sistem  (aturan perundang-undangan)
mengenai  bagaimana hukum pidana itu
ditegakkan atau dioperasionalkan secara
konkret schingga seseorang dijatuhi sanksi
(hukum)  pidana. Dengan pengertian
demikian, sistem pemidanaan identik
dengan sistem penegakan hukum pidana
yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana
Materiil / Substantif, sub-sistem Hukum
Pidana Formil dan sub sistem Hukum
Pelaksana Pidana. Sistem pemidanaan dari
sudut substantif/sempit merupakan
keseluruhan - aturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pidana dan
pemidanaan.

Kebijakan  sistem  pemidanaan
merupakan bagian dari kebijakan hukum
pidana oleh karcnanya juga mcrupakan
usaha mewujudkan perundang-tiindangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang. Dengan demikian
kebijakan  sistem  pemidanaan juga
merupakan  bagian dari  pembaharuan
hukum Pidana.

Barda Nawawi Arief menegaskan,
bahwa ketiga sub-sistem itu merupakan
satu kesatuan sistem penegakan hukum
pidana atau sistem pemidanaan, karena

® Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori & limu
Hukum  (Pemikiran menuju Masyarakat yang
berkeadilan dan Bermartabat), PT. Raja Grafindo
persada, Jakarta, 2012, hal. 367
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tidak mungkin hukum pidana
dioperasionalisasikan/ ditegakkan secara
konkret hanya dengan salah satu sub-
sistem. Dengan demikian nemhahaman
sub-sistem Hukum Pidana Materiil diikuti

pula oleh pembaharuan sub-sistem Hukum
Pidamas LCamwil daw  anhl ctotaaas

-
i anssanes 4 VvUsiziaa aceLs WAL Uagtwasl A gnaannaang

Pelaksanaan Pidana. Upaya
operasionalisasi sistem penegalu1 hukum
pidana/sistem  pemidanaan  ditdKukan
melalui rangkaian tahapan kebijakan, yaitu
tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap
Kebyakan yudikau/aptikatit dan tahap
kebijakan eksekutif/administratif.

Kalau pada tahap kebijakan
legislatif/formulatif ~ ditetapkan  sistem
pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem
pemidanaan  itu merunakan  sistem
kewenangan/kekuasaan menjatuhkan
pidana. Pengertian pidana tidak hanya

Aannt Aililhat Aalarms  arti camast/facmal

e St Lo Preorens “evsaceara s va DV ALApsAG ANrasravesy

tetapi juga dapat dilihat dalam arti
luas/materiil. Dalam arti sempit/formal,
penjaiuitan  pidana  Derartt  Kewenangan
menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana
menurut undang-undang oleh pejabat yang
~ berwenang (hakim). palam arti
- luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan
suatu mata rantai proses tindakan hukum
dari pejabat yang berwenang, melalui
proses penyidikan, penuntutan, sampai
rada putusan pidana diiatuhkan oleh
pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat
pelaksana pidana.

Dombohnaminn acalinmihan n:noom
A Tiaaeean A CSOCLRTNALLN LAl

hukum pidana materiil yang terdapat dalam
KUHP/WvS merupakan -prioritas utama,

TrY yvvw e

i\'dlt?lld nunr/ W VD 111C1L upu'l\‘au
“induk/kodifikasi” dari hukum pidana
materiil. Posisi induk ini ada dalam
Ketentuan Pasal 1U3 KUHP/WvVD, bahwa
“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan
Bab VIII buku ini juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
perundang-undangan yang lain diancam
dengan nidana. kecuali iika oleh undang-
undang  ditentukan  lain”.  Hakikat
pembaharuan hukum pidana mengandung
makna suatu upaya untuk melakukan
orientasi dan reformasi hukum pidana yang

sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-
politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural
masyarakat Indonesia yang melandasi
kehiiakan sosial. kehiiakan kriminal dan
kebijakan hukum di Indonesia.

Dengan keberadaan rancangan
VITLID  wnewmsenn 1 tAlan adacsin  ilas

S nita
AWM A LR T e A 2L L I niial

Pancasila dalam ancaman pidana terhadap
tindak pidana yang ditentukan. Disamping
1U orienas] pemidanaan udak 1agl weriokus
pada pelaku kejahatan, akan tetapi sudah
berubah paradigma pada korban kejahatan
dan masyarakat. Jenis pidana yang
dirumuskan dalam rancangan KUHP
tersebut tertuang dalam Pasal 65-144 yang

rgasing—masing jenis sanksi ini terdiri dari
21

- Pasal 65 A «*=

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

b. P:.t‘n“n Tnmknknn- dnv\

c. pidana yang bersifat khusus untuk
tindak pidana tertentu yang ditentukan
ddiain Undang-Undaug 1t

Pasal. 66

1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65A huruf a terdiri atas:
a) pidana penjara;
b) pidana tutupan;
¢) pidana pengawasan;
d) nidana denda: dan
e) pidana kerja sosial.
2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud

PO P m~—emd F1N PUORPIPUN LY S Py | M
}I“\A“ “J L \ A } ALAN/RAN/AALLAINGLAR Vs
ringannya pidana.

rasat. 0/

(1) Pidana tambahan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65A huruf b
yang dapat dyjatuhkan kepada pembuat
terdiri atas:

a) pencabutan hak tertentu;

2l Aliansi  Nasional  Reformasi

KUHP Naskah Rancangan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana(RKUHP)Hasil Pembahasan Panitia
Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017), Institute
For Criminal Justice Reform,
http://reformasikuhp.org/data/wp-
content/uploads/2017, diakses tanggal. 17 Mei 2019
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b) perampasan barang tertentu
dan/atau tagihan;

¢) pengumuman putusan hakim;

d) pembayaran ganti kérugian;

e) pencabutan surat izin mengemudi;
dan

f) pemenuhan kewajiban adat
setempat  dan/atau  kewajiban
menurut hukum yang hidup dalam
masyarakat.”

(2) Pidana tambahan untuk percobaan dan
pembantuan adalah sama dengan
pidana  tambahan untuk tindak
pidananya.

(3) Anggota Tentara Nasional Indonesia
yang melakukan tindak pidana dapat
dikenakan pidana ‘tambahan
sebagaimana diatur dalam peraturan
-perundang -undangan bagi Tentara
Nasional Indonesia.

Pasal 694

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65A huruf c

adalah pidana mati yang selafu diancamkan

secara alternatif
Sementara itu untuk tindakan diatur
dalam Pasal 121 Rancangan KUHP.

(4) Setiap  Anak  dapat  dikenakan
tindakanberupa:

a. pengembalian kepada orang
tua/wali;

b. penyerahan kepada seseorang;

C. perawatan di rumah sakit jiwa;

d. perawatan di Lembaga
Penyclenggaraan Kescjahtcraan
Sosial;

e. kewajiban mengikuti pendidikan
formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta;

f.pencabutan surat izin mengemudi;

" dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana.

(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f
dikenakan paling lama 1 (satu) tahun,

Pembangunan  sistem = hukum
nasional yang pada muaranya betujuan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas

diberi makna sebagai sistem hukum yang
menganut asas kenusantaraan yang tetap
mengakui keanekaragaman - atau
heterogenitas hukum seperti hukum adat,
hukum Islam, hukum agama lziinnya,
hukum kontemporer dan hukum barat, serta
merumuskan berbagai simpul yang menjadi
titik taut fungsional di antara aneka ragam
kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap
hukum-hukum tertentu yang dilakukan,
baik secara parsial, maupun dalam bentuk
kodifikasi. Dengan demikian pembangunan
sistem hukum nasional perlu
memperhatikan nilai-nilai  hukum yang
hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut
merupakan hal yang wajar, karena sistem
hukum yang saat ini berlaku di Indonesia
diantaranya KUHP/WvS disusun
berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan
yang liberal individual dan tentu berbeda
dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang
religius dan kekeluargaan.

Dari rumusan jenis-jenis pidana
yang ditentukan dalam Rancangan KUHP
iersebut terlihat jelas perbedaan yang
sangat kontras dengan apa yang ditentukan
dala KUHP yang berlaku sekarang ini.
Dengan harapan pemerintah mempunyai
keinginan dalam hal pembaharuan hukum
pidana secara umum, sehingga diharapkan
mampu menjadi instrumen/sarana preventif
dalam pencegahan kejahatan.

D. Simpulan

Berdasarkan  pada  pembahasan
diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penjatuhan - Pidana di Indonesia
belum memiliki konstelasi dengan
nilai-nilai  Pancasila, hal ini
disebabkan pemidanaan yang dipakai
masih  merupakan peninggalan
kolonial Belanda yang notabennya
berlandaskan liberalisme.

2. Penjatuhan pidana dalam sistem
pemidanaan di Indonesia dimasa yang
akan datang seharusnya berdasarkan
pada jiwa bangsa Indonesia yang
terakomodir dalam nilai-nilai
Pancasila yang merupakan falsafah

hidup bangsa Indonesia.
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3. Sebaiknya pemerintah segera
mengesahkan RUU KUHP tersebut
menjadi Undang-undang, karena akan
sangat  herdamnak positit  dalam
penegakan hukum di Indonesia,
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